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Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya
permasalahan antara para pejabat administras negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan
masyarakat. Apabilatimbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan
mekanisme dalam hukum formil atas berbaga permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun
1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap
kompetens absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN
terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam,
atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
(2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan
kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyel enggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen).
Adapun yang menjadi permasal ahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selamaini
dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara
praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah
mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selamaini di Indonesia dan menjelaskan kaitan
antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian
kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan
menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskres itu tidak transparan dan
tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance.
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